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~ PENGERTIAN KONSTITUSI







- Konstitusi merupakan bentuk pengaturan tentang berhagai aspek
yany mendasar dalam sebuah Negara, baik aspek hukum maupun

- aspek lainnya yang merupakan kesepakatan masyarakat untuk diatur.
Aspek lain dalam pengertian ini dapat berupa aspek sosial maupun

- aspekfilosofis dalam arti asas-asas vang llmasarkan nada alasan-
alasan tertentu. -




- Konstitusi sebagai suatu kerangka masyarakat politik (Negara) yang
diorganisir dengan dan melalui hukum. Dengan kata lain, hukum

' menetankan adanya lemhaga- Iemhaga nermanen dengan fllll!lSI vang
telan (Ilaklll (Iall hak-hak vang telah ditetapkan.




Konstitusi adalah ketentuan atau aturan mengenai ketatanegaraan
atau Undang-Undang Dasar suatu Negara (hukum dasar).




" Dalam Arti Luas




Konstitusi berarti piagam dasar atau undang-undang dasar (/o/
- -constitunel//d, yaitu suatu dokumen lengkap mengenai peraturan-
neraturan dasar negara, contoh llllll 1945 (pelopor Lord Brvce danCFE
smmgl Bt _




. Pengertian UUD 1945 -

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang mengikat pemerintah, lemhaga-
- lemhaga negara, lembaga masyarakat dan juga menglkat setiap warga '
negara Indonesia dimanapun mereka herada dan juga menyikat Sﬂllall
Ilellllllllllll yang IIEI'alla di wﬂavan Negara ﬂﬂlllllllll( Indnnesm




" UUD1945 sebiagai Konstitusi Negara Indonesia:

UUD 1945 merupakan konstitusi hagi negara Indonesia. Sebagai dasar hukum,
- UUD 1945 memegang peranan penting dalam IIIBWIIIII(“(aII nilai-nilai |lI|IlIr '
yang terkandung dalam Illﬂﬂlll!ll llangsa Indonesia yaitu PANCASILA [5[33[8
illllﬂﬂlllﬁlllﬂl Ilﬂflll]




" - pilar ke-2 UUD 1945 (Ronstirusi©

Negara) sebagai

1. Hukum Dasar,
Kesepakatan umum
(Konsensus): :

2. -Norma Dasar [ Groumd ENIPAT PITAR

- Norm:; | - KEBANGSAAN
3. Aturan Dasar (Ground

Geseize;
4. Pedoman Demokrasi

- Konstitusional.




ISI (MATERI) POKOK

~ KONSTITUSI




Tujuan Negara (Pemibukaan UUD 1945, Alinea ke-I1: =~

~ 1. _melindungi segenap hangsa Indonesia dan seluruh tumpah tarah Indone
. el e .
~ 2. memajukan kesejahteraan umum;
mencerdaskan kehidupan bangsa, dan
~ 4. ikut melaksanakan ketertiban dunia. -




~'BentukNegara: .~

Negara kesatuan, merupakan bentuk negara yang sifatnya tunggal dan tidak tersusun dari heberapa negara yang
memiliki kedaulatan, tidak terbagi, dan kewenangannya berada pada pemerintah pusat. Contoh negara yang
herbentuk kesatuan adalah Indonesia, Filipina, Thailand, Kamboja dan Jepang.

. Negara hukum (rec/histaad memiliki ciri-ciri:
Bersumber dari rasio manusia;
Liberalistik/individualistik;
Humanisme yang antroposentrik (ebih dipusatkan pada manusia);
Pemisahan antara agama dan negara secara mutiak; dan
_ Ateisme dimungkinkan.

e N

R. Herlambang PerdanaWiratraman, Negara Hukum dan KonstitusiBahan Kuliah, Hukum Tata Negara Departemen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Airlangya 1stDraft (2 April 2008), power point/pdf, Slille. 1




Menurut John Locke, kedaulatan rakyat dan konstitusi memiliki hubungan yang saling terkait.
Sehab kedaulatan rakyat hanya hisa diwujudkan jika negara tidak lagi bersifat absolut. Oleh karena
itu Locke mengenalkan teori tentang kelahiran negara atas dasar perjanjian masyarakat, dimana
negara dibentuk untuk menjamin dan melindungi milik pribadi setiap warga negara. Atas dasar
pandangan inilah (negara harus mE|IIIIIIIII!II milik pribadi) maka tlalam pandangan John lncl(e
kekuasaan negara harus dibatasi.

Pemhatasan kekuasaan tersebut IIIEIIIII'III Locke dilakukan dengan 2 (dual cara, yaitu:

pertama dengan memhbentuk konstitusi atau Undang-Undang Dasar  yang ditentukan
oleh Parlemen herdasarkan prinsip mayoritas;

kedua dengan cara membagi kekuasaan ke dalam 3 (tigal unsur: legistiatif, eksekutif, dan
federatif. Pembagian kekuasaan tersehut adalah upaya agar kekuasaan tidak lagi bersifat absolut,
sehab dengan cara membagi kekuasaan negara ke herbagai lemhaga negara natla almlrnva al(an
melamrkan SISIBIII cecks allﬂﬂalallcesantar Iemhaga negara. e

Sumber : Donny Tri Istigomah, Kedaulatan Rakyat dan Konstitusi http.//donm —t11—1st1qomah.blo_spot.co.1d 2010/08/kedaulatan-rakyat-dan-konstitusi.htnil [unggah 3/5/2018].
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~Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial:

UUD 19495, menempatkan perekonomian nasional dalam satu hab dengan kesejahteraan

sosial, yang mengamanatkan perekonomian nasional sebagai cara untuk mencapai

kesejahteraan sosial. Dimensi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat/sosial memiliki

spektrum yang luas dan saling terintegrasi satu sama lain, suatu hal yang menjadi cita-cita

hesar nasional sekaligus mengisyaratkan luasan dimensi pengukurannya. Konstitusi telah
. menempatkan warga negara sebagai Subyek dari pembangunan nasional.

Amandemen UUD 1945, menempatkan Negara dalam suatu Kewajiban yang harus dipenuhi,
. tlan Rakyat memiliki Hak yang harus diperoleh dari Negara. UUD 1945 juga menetapkan hahwa
Negara harus menjamin diperolehnya Hak bagi seluruh lapisan Rakyat, dari yang mampu dan
mandiri hingga ke warga yang tidak mampu dan tidak memiliki sumber daya yang memadai.
Konstitusi Indonesia telah menempatkan Negara sehagal nenvedla dan nelavan |(8|lllll||l‘(lll
masvarakat (Rakyat |II(|0IIBSIal i : :

SIII_IIIIGI. lllsarllﬂlll dari Hill HNebijakan I’EIIIﬂIIISﬂﬂII BPK atas Program Fﬂlllﬂﬂlly[lllq[l Peinerintah




~Penjelasan Perekenomian Nasional (Ekonomi Pancasila):

Merujuk pada Pasal 33 UUD 1945, Emil Salim herpendapat hahwa sistem ekonomi pancasila

memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1 Peranan negara heserta aparatur ekonomi negara adalah penting, tetapi tidak dominan agar
dicegah tumbuhnya efazisme. Peranan negara adalah penting, tetapi juga tidak dominan agar

. ticegah tumbhuhnya 7ee fight Dalam sistem ekonomi pancasila, usaha negara dan swasta
tumbuh berdampingan dengan nerlmllanuan tanpa llomlna3| herlehihan satu terhadap yang
lain;

2. Dalam sistem ekonomi Pancasila maka hubungan kerja antar lembaga-lembaga ekonomi
tidak didasarkan pada dominasi huruh tetapi berdasarkan asas kekeluargaan. Hubungan ini
mengelak konfrontasi kepentingan modal versus huruh; dan

3.  Masyarakat sehagai suatu kesatuan memegang peranan sentral dalam sistem ekonomi

. Pancasila. Produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua di hawah pimpinan atau pemilikan

" anggota-anggota masyarakat. Masvarakat allalall bagian dari unsur ekonomi non negara
Vaitu ekonomi swasta.

$ri Edi Swasono, Sistem Ekomomi dan Demokrasi Ekonomi Ul Press, Jakarta, 1987, hiin. 60.




Secara umum suatu negara dapat digolongkan sebagai negara
kesejahteraan apahbila mempunyai 4 plar utama, yaitu :
1. Sosialisasi hak dan kewajiban warganeuara [soc/al citizenshimp;
2. Demokrasi penuh Ufull democracip; -
3. Sistem hubungan industrial modern Unodern llldllslrlal relation
systend; dan
4. Hak untuk mendapatkan pendidikan dan nengembangan sistem

npendidikan modern (#/ghts to education ﬂllﬂ lllﬂ EIIﬂﬂIISIﬂII of g

' -_Ilmdammass edllcallall sysleml

=l ESIllIIg Alllll}I'S_lll}II ’Ill’b'ﬂ World of Welfare Capitalism, Oxford ||III|IGI'SIW Press, 1990, him.78.




Salah satu titik sentral dalam konstitusional adalah persoalan HAM. Dalam
kaitan ini, konstitusi memiliki peran penting yang bukan hanya sekedar
. melakukan jaminan dan proteksi secara tertulis, melainkan pula
menyediakan herbagai nilai yang digunakan oleh lembaga peradilan dalam
~ interpretasi serta elahorasi hak-hak tersehut.... ... Penempatan HAM dalam
konstitusi tidak semata-mata menjadikannya sebagai hak-hak fundamental
vang bersifat mendasar melamkan nula sehagal hak-hak Imnstltusmnal

Iﬂ"'“gg' (Baglr manan dan Susi Dwi Harianti, Konstltu5| dan HAM, Jurnal IlImu Hukum Volume 3 Nomor 3 Tahun 2016 [ISSN 2460- 1543] him. 448)







